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BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.3 Perpajakan

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak 


2.3.1.1 Pengertian umum pajak
Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.


Ada  banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Menurut P.J.A. Adriani dalam buku Dasar-Dasar Perpajakan menyatakan bahwa :


“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
                                                                                                                  (2000 : 12)


Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya, salah satu sumbernya penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.


Dan dibawah ini dijelaskan beberapa definisi-definisi tentang pajak:


Menurut Mardiasmo definisi pajak dalam buku Perpajakan edisi ke 3, pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.









   (2000:1)


Menurut Erly Suandy definisi pajak dalam buku Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang  sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”.







   (2001:5)


Dari definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.
2.1.1.2 Dasar Hukum Perpajakan


Pajak diadakan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan berdasarkan hukum, sehingga tidak boleh dipungut atau dikenakan secara sewenang-wenang.


Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.


Hukum pajak merupakan hukum publik, khususnya termasuk lingkungan administrasi Negara. Hukum pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana.
2.1.1.3 Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Subjek Pajak

Menurut Siti Resmi definisi wajib pajak dalam buku perpajakan adalah sebagai berikut :

“ Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakn ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pungutan atau pemotong pajak tertentu.

(2003:7)

1. Objek Pajak

Adalah benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak.

2. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk dijadikan sebagai subjek dalam perpajakan yang pengenaan pajaknya memperhatikan keadaan subjeknya.
Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk dijadikan sebagai objek pajak dalam perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Jenis Pajak


Setelah kita mendefinisikan dan mengetahui dasar hukum perpajakan, berikutnya akan dibahas tentang jenis pajak menurut lembaga pemungutnya, untuk lebih jelas lagi akan kita bahas dalam sub bab ini.

Jenis Pajak menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Menyatakan bahwa:

“Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”.









   (2003:1)              

Pajak pusat terdiri atas:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dll. 


Sedangkan berdasarkan buku peraturan daerah (perda) Nomor 05 tahun 2004 yaitu:

“Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak”.
 (2004:8) 

Pajak Pusat terdiri atas:

· Pajak Penghasilan

· Pajak Pertambahan Nilai

· Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan

· Pajak Bumi dan Bangunan 

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas sangat jelas sekali bahwa pajak pusat adalah adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yaitu oleh Departemen Keuangan melalui dirjen pajak yang diantaranya diantaranya (PPh, PPn, PPnBm dan PBB) dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

 2.
Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa :

“ Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut ”.
(2003:1)
Dasar hukum Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang RI No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak iuran wajib yang dilakukan oleh Objek Pajak atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Pembangunan Daerah. 

Jenis-Jenis Pajak Daerah:

Berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi atas:

a. Jenis-Jenis Pajak Propinsi, terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan kepada pengguna kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air
Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas jasa bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air.
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Adalah pajak atas pungutan yang dikenakan kepada pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :

1) Pajak Hotel. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang pembayaran atas jasa penginapan atau hotel.
2) Pajak Restoran. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari pelayanan restoran.
3) Pajak Hiburan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari peleyanan hiburan.
4) Pajak Reklame. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan reklame.
5) Pajak Parkir. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan tempat parkir.
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang atas jasa pengambilan bahan galian golongan C. 

7) Pajak Penerangan Jalan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan penerangan jalan.
8) Pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan atau bangunan lainnya.
Fungsi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai soko guru atau tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelanggaraan pemerintah daerah.

2. Sebagai sumber Dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.



Dilihat dari sifatnya ternyata Pengertian Pajak Daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan asas Pajak Negara yaitu sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran Pemerintah baik itu pusat maupun daerah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

2.1.3 Fungsi Pajak

      Selain merupakan pendapatan pusat dan daerah yang digunakan untuk pembangunan, pajak mememiliki fungsi-fungsi seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Revisi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat / daerah mempunyai 2 (dua) fungsi sebagai berikut:

1.   Fungsi Budgetaire (Anggaran)

 2.  Fungsi Regulered (Mengatur)

(2003:5)
Uraian mengenai kedua fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetaire (Anggaran)

Pajak merupakan satu alat (sumber) untuk memasukka uang ke kas Negara dan daerah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara dan daerah.

2. Fungsi Regulered (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.


Kesimpulan dari kedua jenis fungsi pajak diatas dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.
2.1.4 Sifat Pajak


Menurut Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak sifat pajak atau ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.

6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

(2001:11)

Kesimpulan dari uraian tentang sifat pajak atau ciri-ciri pajak, jelas sekali bahwa dalam pemungutan pajak tidak dilakukan dengan seenaknya atau untuk mementingkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya sehingga pungutan pajak tersebut dapat dipaksakan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim adalah :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.




           (2001:110)
2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu kabupaten / kota terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah 

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

· Pajak Hotel 

· Pajak Restoran 

· Pajak Hiburan 

· Pajak Reklame 

· Pajak Penerangan Jalan

· Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan
· Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan.
· Pajak Parkir

b. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari:

· Retribusi Jasa Umum

· Retribusi Jasa Usaha 

· Retribusi Perijinan Tertentu. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain: penjualan asset tetap daerah dan jasa giro). 


Berdasarkan Dinas Pendapatan Daerah dalam bukunya (DISPENDA, 2003),    Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh daerah Sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan UU, yang bersumber  dari :

I. Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan:

1. Pajak Propinsi

a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (PKB).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (BBNKB).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten / Kota

a. Pajak Hotel (Peraturan Daerah No. 12 tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran)
b. Pajak Restauran (Peraturan Daerah No. 12 tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran)
c. Pajak Hiburan (Peraturan Daerah No. 11 tahun 2000 tentang Pajak Hiburan)
d. Pajak Reklame (Peraturan Daerah No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Reklame)
e. Pajak Parkir (Peraturan Daerah No. 13 tahun 1998 tentang Pajak Parkir) 
f. Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah No. 20 tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan)
g. Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Peraturan Daerah No. 02 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C)
h. Pajak Sewa Menyewa / Kontrak Rumah dan / atau Bangunan (Peraturan Daerah No. 14 tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa / Kontrak Rumah dan / atau Bangunan)
II.  Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan Fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemda bagi kepentingan masyarakat, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

III. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan.

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

· Penjualan aset tetap Daerah

· Jasa Giro.

Dari kedua penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari (Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan / pengolahan kekayaan daerah dan penjualan asset tetap daerah dan jasa giro) dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pajak Reklame
2.3.1 Pengertian Pajak Reklame
Sebelum mengetahui pengertian pajak reklame terlebih dahulu harus diketahui pengertian reklame itu sendiri. Sesuai Buku Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame, yang dimaksud dengan reklame adalah :

“ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah ”.

(2001:6)

Sedangkan pengertian reklame menurut Buku Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame adalah :

“ Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame “.

(2003:6)

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Reklame
2.3.2.1 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Buku Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame, pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, yang meliputi :

1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron

2. Reklame kain

3. Reklame melekat (stiker)

4. Reklame selebaran

5. Reklame berjalan termasuk kendaraan

6. Reklama udara

7. Reklame suara

8. Reklame film/slade

9. Reklame peragaan

Dan dikecualikan dari objek pajak reklame yang dimaksud diatas adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pilitik tanpa sponsor.

2.3.2.2 Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Buku Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame, pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame, dan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum mengenai pajak reklame, yaitu :

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2001 tentang pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

2. Peraturan daerah No. 08 tahun 2003 tentang “Pajak Reklame”.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan Buku Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame, pasal 4 ayat 1. yang menjadi dasar penggenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

2.3.5 tarif Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 mengenai tarif pajak reklame dijelaskan sebagai berikut :

1. Tarif pajak reklame paling tinggi sebesar 25 %

2. Tarif apajk reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan peraturan daerah.
Berdasarkan peraturan daerah No. 18 tahun 2001 tentang pajak reklame (DIPENDA, 2001) tarif pajak reklame adalah sebesar 25 % dari nilai perhitungan sewa reklame.

2.3.6 Penetapan pajak Reklame

Setelah menjelaskan dasar penggenaan dan menentukan tarif pajak reklame maka langkah selanjutnya adalah menetapkan pajak reklame tersebut. Adapun penetapan yang berdasarkan peraturan daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lebih lanjut oleh Walikota.

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak



Dengan adanya penetapan pajak maka akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

2.3.7 Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak Reklame
Tata cara pembayaran dan pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame, adapun tata cara pembayaran pajak reklame ditetapkan sebagi berikut :
1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

2. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

3. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT),

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding (SKKPB) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenekan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

6. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditur lebih lanjut oleh walikota.

Tatacara Pemungutan Pajak Reklame :

1. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

3. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

4. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka sebagai mana ditentukan dalam Surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.

5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau Surat lain diterima oleh Wajib Pajak.

6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

7. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

8. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

9. Penunjukan Juru Sita ditetapkan oleh Walikota.

10. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

11. Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. 



Selain penetapan pajak reklame, tata cara pembayaran dan pemungutan pajak reklame tesebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak.
2.3.8 Ketentuan Sanksi.

Adapun hal yang lebih penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah ketentuan sanksi yang akan menjerat para waji pajak yang kurang memperhatikan / bertanggungjawab atas pajak yang harus ditanggungnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang ketentuan sanksi bagi Wajib Pajak Reklame, yaitu terdiri 2 (dua) ketentuan umum adalah sebagai berikut :

I. Sanksi Administrasi

a. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

b. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

c. Setiap Wajib Pajak dikenekan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran. 

1. Tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain.

2.  Tidak menyampaiakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

d. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

e. Untuk pengenaan denda administrasi diterbitkan SKPDKB.

f. Setiap WP yang karena ditemukannya data baru atatu data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

g. Kenaikan tidak dikenakan apabila WP melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

h. Setiap WP karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan termaksud, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

i. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila WP melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.
II. Sanksi Pidana

a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahu dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jmlah pajak yang terutang.

b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

c. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan 2 (dua) ketentuan sanksi tersebut maka itu akan menyadarkan para Wajib Pajak untuk tepat waktu membayar pajak pada umumnya, pajak reklame pada khususnya.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Sebelum mengetahui pengertian pajak restoran terlebih dahulu harus diketahui pengertian restoran itu sendiri. Sesuai Buku Peraturan Daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran, yang dimaksud dengan restoran adalah :

“ Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering “.

(2003:6)

Sedangkan pengertian pajak reklame menurut Buku Peraturan Daerah No. 03 tahun 2003 tentang restoran adalah :

“ Pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran “.

(2003:6)

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran

2.4.2.1 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Buku Peraturan Daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran, pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, yang dimaksud diatas, yaitu :

1. Restoran, rumah makan, bar, cafe, bakery, pujasera, dan sejenisnya.

2. Pelayanan di restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran. Termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Dan dikecualikan dari objek pajak restoran yang dimaksud diatas adalah pelayanan jasa boga/catering.
2.4.2.2 Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan buku peraturan daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran, pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, dan yang menjadi wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

2.4.3 Dasar Penggenaan Pajak Restoran

Berdasarkan Buku Peraturan Daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran, pasal 4. yang menjadi dasar penggenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran kepada restoran.
2.4.4 Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan buku peraturan daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran, pasal 5. tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2.4.5 Penetapan Pajak Restoran
Setelah menjelaskan dasar penggenaan dan menentukan tarif pajak restoran maka langkah selanjutnya adalah menetapkan pajak restoran tersebut. Adapun penetapan yang berdasarkan peraturan daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lebih lanjut oleh Walikota.

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak



Dengan adanya penetapan pajak maka akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

2.4.6    Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak Reklame
Tata cara pembayaran dan pemungutan pajak restoran berdasarkan peraturan daerah No. 03 tahun 2003 tentang pajak restoran, adapun tata cara pembayaran pajak restoran ditetapkan sebagi berikut :
a. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

b. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

c. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT),

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding (SKKPB) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

e. Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenekan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

f. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditur lebih lanjut oleh walikota.

Tatacara Pemungutan Pajak Restoran :

1. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

3. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

4. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka sebagai mana ditentukan dalam Surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.

5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau Surat lain diterima oleh Wajib Pajak.

6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

7. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

8. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

9. Penunjukan Juru Sita ditetapkan oleh Walikota.

10. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

11. Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. 



Selain penetapan pajak restoran, tata cara pembayaran dan pemungutan pajak restoran tesebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak.
2.4.7    Ketentuan Sanksi.

Adapun hal yang lebih penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah ketentuan sanksi yang akan menjerat para waji pajak yang kurang memperhatikan / bertanggungjawab atas pajak yang harus ditanggungnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang ketentuan sanksi bagi Wajib Pajak Restoran, yaitu terdiri 2 (dua) ketentuan umum adalah sebagai berikut :
I. Sanksi Administrasi

a. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

b. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.
c. Setiap Wajib Pajak dikenekan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran. 

1. Tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain.

2. Tidak menyampaiakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

d. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
e. Untuk pengenaan denda administrasi diterbitkan SKPDKB.
f. Setiap WP yang karena ditemukannya data baru atatu data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
g. Kenaikan tidak dikenakan apabila WP melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
h. Setiap WP karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan termaksud, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
i. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila WP melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

II. Sanksi Pidana

a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahu dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jmlah pajak yang terutang.

b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

c. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesu`ai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan 2 (dua) ketentuan sanksi tersebut maka itu akan menyadarkan para Wajib Pajak untuk tepat waktu membayar pajak pada umumnya, pajak restoran pada khususnya.
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